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Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
Daftar Rujukan
Arif Budimanta, Corporate Social 
Responsibility, Indonesia center 
for Sustainable Development, 
Jakarta, 2008.
Gunawan Wijaya & Yerimia Ardi 
Pratama, Resiko Hukum dan 
Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, 
Forum Sahabat, jakarta.
Muh  Syarif, Pengaruh Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dan 
Budaya Terhadap Strtegic Align-
ment Maturity, Kinerja Bisnis 
Dan Keberlanjutan Perusahaan 
Pada Unit Consumer Service PT. 
Telkomunikasi Indonesia Region-
al V Jawa Timur, Disertasi, Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis Universi-
tas Airlangga, 2012
Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri 
dan Pertanggungjawaban Terba-
tas Dari Perseroan Terbatas, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001
Tri Cicik Wijayanti, Pengaruh 
Budaya Organisasi, Motivasi 
Manajer, Kepemimpinan Terha-
dap Corporate Social Responsi-
bility (CSR), Reputasi dan Kenir-
ja Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) Binaannya 
(Studi Pada BUMN di Indonesia), 
Ringkasan Disertasi, Pascasarja-
na Universitas 17 Agustus, 2012.
Sembiring, Sentosa, Hukum Perusa-
haan Tentang Perseroan Terba-
tas, CV Nuansa Aulia, 2007.
Sjahdeini, Sutan Remy, Corporate 
Social responsibility, Jurnal 
Hukum Bisnis, Volume 26-N0.3, 
Tahun 2007
Ignas Iryanto, Perlu Diwaspadai, 
Jangan Sampai Jadi Destruktif, 
Harian Bisnis Indonesia, 2013
Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana 
di Indonesia
Fatimah




The regulation of vicarious liability in Indonesian Penal Code is an excep-
tion of principle “no punishment without fault”  and expression of the idea of 
balance as well as complement of principle Geen Straft Zonder Schuld,  this 
was confirmed in the explanation of Article 38 paragraph (2) of Draft Penal 
Code/ RKUHP 2008. The explanation of Article 38 paragraph (2), stating 
that vicarious liability should be limited to certain events which are deter-
mined strictly by the law not to be used arbitrarily. From here the author feels 
the need to make a research on vicarious liability in criminal law policy, 
because in fact the Draft Penal Code has not been confirmed in any matters 
of law subject to vicariously liable.
Kata kunci:, Policy of formulation, vicarious liability.
ABSTRAK
Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana/RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupa-
kan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa-
kan wujud dari ide keseimbangan serta pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 
(2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan 
bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara 
sewenang-wenang. Namun, RKUHP belum juga memberikan kejelasan 
dalam hal apa subjek dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertang- 
gungjawaban pengganti/vicarious liability. Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah alternatif pengaturan vicarious liability dalam hukum 
pidana di Indonesia, guna memberikan kejelasan pengaturan sekaligus syarat 
dapat diterapkannya vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia.
Kata kunci:, kebijakan formulasi, vicarious liability.
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
Daftar Rujukan
Arif Budimanta, Corporate Social 
Responsibility, Indonesia center 
for Sustainable Development, 
Jakarta, 2008.
Gunawan Wijaya & Yerimia Ardi 
Pratama, Resiko Hukum dan 
Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, 
Forum Sahabat, jakarta.
Muh  Syarif, Pengaruh Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dan 
Budaya Terhadap Strtegic Align-
ment Maturity, Kinerja Bisnis 
Dan Keberlanjutan Perusahaan 
Pada Unit Consumer Service PT. 
Telkomunikasi Indonesia Region-
al V Jawa Timur, Disertasi, Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis Universi-
tas Airlangga, 2012
Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri 
dan Pertanggungjawaban Terba-
tas Dari Perseroan Terbatas, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2001
Tri Cicik Wijayanti, Pengaruh 
Budaya Organisasi, Motivasi 
Manajer, Kepemimpinan Terha-
dap Corporate Social Responsi-
bility (CSR), Reputasi dan Kenir-
ja Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) Binaannya 
(Studi Pada BUMN di Indonesia), 
Ringkasan Disertasi, Pascasarja-
na Universitas 17 Agustus, 2012.
Sembiring, Sentosa, Hukum Perusa-
haan Tentang Perseroan Terba-
tas, CV Nuansa Aulia, 2007.
Sjahdeini, Sutan Remy, Corporate 
Social responsibility, Jurnal 
Hukum Bisnis, Volume 26-N0.3, 
Tahun 2007
Ignas Iryanto, Perlu Diwaspadai, 
Jangan Sampai Jadi Destruktif, 
Harian Bisnis Indonesia, 2013
Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana 
di Indonesia
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The regulation of vicarious liability in Indonesian Penal Code is an excep-
tion of principle “no punishment without fault”  and expression of the idea of 
balance as well as complement of principle Geen Straft Zonder Schuld,  this 
was confirmed in the explanation of Article 38 paragraph (2) of Draft Penal 
Code/ RKUHP 2008. The explanation of Article 38 paragraph (2), stating 
that vicarious liability should be limited to certain events which are deter-
mined strictly by the law not to be used arbitrarily. From here the author feels 
the need to make a research on vicarious liability in criminal law policy, 
because in fact the Draft Penal Code has not been confirmed in any matters 
of law subject to vicariously liable.
Kata kunci:, Policy of formulation, vicarious liability.
ABSTRAK
Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana/RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupa-
kan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa-
kan wujud dari ide keseimbangan serta pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 
(2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan 
bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara 
sewenang-wenang. Namun, RKUHP belum juga memberikan kejelasan 
dalam hal apa subjek dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertang- 
gungjawaban pengganti/vicarious liability. Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah alternatif pengaturan vicarious liability dalam hukum 
pidana di Indonesia, guna memberikan kejelasan pengaturan sekaligus syarat 
dapat diterapkannya vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia.
Kata kunci:, kebijakan formulasi, vicarious liability.
Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana 
di Indonesia
Fatimah




The regulation of vicarious liability in Indonesian Penal Code is an excep-
tion of principle “no punishment without fault”  and expression of the idea of 
balance as well as complement of principle Geen Straft Zonder Schuld,  this 
was confirmed in the explanation of Article 38 paragraph (2) of Draft Penal 
Code/ RKUHP 2008. The explanation of Article 38 paragraph (2), stating 
that vicarious liability should be limited to certain events which are deter-
mined strictly by the law not to be used arbitrarily. From here the author feels 
the need to make a research on vicarious liability in criminal law policy, 
because in fact the Draft Penal Code has not been confirmed in any matters 
of law subject to vicariously liable.
Kata kunci:, Policy of formulation, vicarious liability.
ABSTRAK
Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana/RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupa-
kan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa-
kan wujud dari ide keseimbangan serta pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 
(2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan 
bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara 
sewenang-wenang. Namun, RKUHP belum juga memberikan kejelasan 
dalam hal apa subjek dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertang- 
gungjawaban pengganti/vicarious liability. Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah alternatif pengaturan vicarious liability dalam hukum 
pidana di Indonesia, guna memberikan kejelasan pengaturan sekaligus syarat 
dapat diterapkannya vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia.
Kata kunci:, kebijakan formulasi, vicarious liability.
Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
Daftar Rujukan
Buku Teks dan Jurnal:
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pene-
litian Hukum, Kencana, Jakarta.




Manasa S Raman, Vicarious Liabil-
ity, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / d o c / 
25006514/Vicarious-Liability.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 Tentang  Pengadilan Hak Asasi 
Manusia
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 31 Tahun 1999 
Tentang Tindak Pidana Korupsi,
Perundang-undangan Asing:
Children and young criminal act 
1933
Commonwealth v. Koczwara, 397 
Pa.575, 155 A. 2d 825 (1959)
Lain-lain: 
Rancangan Undang-Undang Hukum 
Pidana Inggris (UK draft criminal 
code)
KONSEP KUHP 2008 
Oxford Advanced Learner’s Dictio-
nary
Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Fatimah: Kebijakan Formulasi 225
Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Kebijakan Formulasi Asas Vicariuos Liability dalam Hukum Pidana 
di Indonesia
Fatimah




The regulation of vicarious liability in Indonesian Penal Code is an excep-
tion of principle “no punishment without fault”  and expression of the idea of 
balance as well as complement of principle Geen Straft Zonder Schuld,  this 
was confirmed in the explanation of Article 38 paragraph (2) of Draft Penal 
Code/ RKUHP 2008. The explanation of Article 38 paragraph (2), stating 
that vicarious liability should be limited to certain events which are deter-
mined strictly by the law not to be used arbitrarily. From here the author feels 
the need to make a research on vicarious liability in criminal law policy, 
because in fact the Draft Penal Code has not been confirmed in any matters 
of law subject to vicariously liable.
Kata kunci:, Policy of formulation, vicarious liability.
ABSTRAK
Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana/RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupa-
kan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupa-
kan wujud dari ide keseimbangan serta pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 
(2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan 
bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang 
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara 
sewenang-wenang. Namun, RKUHP belum juga memberikan kejelasan 
dalam hal apa subjek dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertang- 
gungjawaban pengganti/vicarious liability. Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah alternatif pengaturan vicarious liability dalam hukum 
pidana di Indonesia, guna memberikan kejelasan pengaturan sekaligus syarat 
dapat diterapkannya vicarious liability dalam hukum pidana di Indonesia.
Kata kunci:, kebijakan formulasi, vicarious liability.
Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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Latar Belakang
Di Indonesia, vicarious liability 
lebih dikenal sebagai pertanggung-
jawaban korporasi, namun dalam 
perjalanan Konsep KUHP, vicarious 
liability  telah diakomodair dan diru-
muskan di dalam Pasal 38 ayat (2) 
Konsep KUHP 2008, adapun  bunyi 
pasal tersebut adalah: “Dalam   hal   
ditentukan   oleh   Undang-Undang, 
setiap   orang   dapat  dipertanggung-
jawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain.”
Regulasi vicarious liability dalam 
Konsep KUHP merupakan penge- 
cualian dari asas “tiada pidana tanpa 
kesalahan” sekaligus merupakan wu- 
jud dari ide keseimbangan sekaligus 
pelengkap (complement) dari asas 
Geen Straft Zonder Schuld, yang 
dipaparkan dalam Penjelasan Pasal 
38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 
2008 yang berbunyi sebagai berikut:
 “Ketentuan ayat ini merupakan 
pengecualian dari asas tiada 
pidana tanpa kesalahan.  Lahirnya  
pengecualian ini merupakan 
penghalusan  dan pendalaman    
asas  regulatif  dari  yuridis  moral  
yaitu dalam  hal-hal tertentu tang-
gung jawab seseorang dipandang 
patut diperluas sampai kepada 
tindakan bawahannya yang mela- 
kukan pekerjaan atau perbuatan 
untuknya atau dalam batas-batas 
perintahnya. Oleh karena itu, 
meskipun seseorang dalam ke- 
nyataannya tidak melakukan tin- 
dak pidana namun dalam rangka 
pertanggungjawaban pidana, ia 
dipandang mempunyai kesalahan 
jika perbuatan orang lain yang 
berada dalam kedudukan yang 
sedemikian itu merupakan tindak 
pidana. Sebagai suatu pengecua- 
lian, maka ketentuan  ini  penggu-
naannya  harus  dibatasi  untuk  
kejadian-kejadian tertentu  
yang ditentukan secara tegas 
oleh Undang-Undang Agar ti- 
dak digunakan secara se- 
wenang-wenang. Asas pertang-
gungjawaban yang bersifat 
pengecualian ini dikenal sebagai 
asas “vicarious liability ”. 
Dari sinilah penulis merasa perlu 
untuk membuat sebuah penelitian 
tentang vicarious liability dalam 
kebijakan hukum pidana, karena 
pada kenyataannya pengaturan vica- 
rious liability dalam Konsep KUHP 
belum lengkap karena tidak ada 
kejelasan mengenai tindak pidana 
apa saja  atau dalam hal-hal apa saja 
subjek hukum dapat dipertanggung- 
jawabkan secara vicarious.
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif, pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan komparatif dan 
pendekatan konseptual. Pendekatan 
komparatif dilakukan dengan mem-
bandingkan undang-undang maupun 
yurisprudensi negara lain yang ter- 
kait dengan vicarious liability de- 
ngan undang-undang di Indonesia. 
Pendekatan konseptual, sebagai pen- 
dekatan yang beranjak dari panda- 
ngan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang terkait dengan  perma- 
salahan (vicarious liability). 
Pembahasan
A. Pertanggungjawaban Penggan-
ti (Vicarious Liability) dalam 
Kebijakan Formulasi Hukum 
Pidana Positif Indonesia
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis menunjukkan bahwa 
pertanggungjawaban pengganti (vi- 
carious liability) telah diakomodair 
setidaknya dalam 2 (dua) Undang- 
Undang yang mengatur  tindak pi- 
dana di luar KUHP, yakni Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- 
Undang Nomor 26 Tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia,  sebagai berikut:
a. Pasal 20 Undang-Undang No- 
mor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang- 
Undang 31 Tahun 1999 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi:
(1) Dalam hal tindak pidana 
korupsi dilakukan oleh atau 
atas nama suatu korporasi, 
maka tuntutan dan penjatu-
han pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan/atau 
pengurusnya. 
(2) Tindak pidana korupsi dila- 
kukan oleh korporasi apabi-
la tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang-orang 
baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri mau- 
pun bersama-sama.
(3) ...
Frasa “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain” adalah bentuk dari 
doctrine of vicarious liability. 
Undang-Undang ini tidak menjelas-
kan apa yang dimaksud dengan 
orang-orang baik berdasarkan hubu- 
ngan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain maupun yang dimak-
sudkan dengan “bertindak dalam 
lingkungan korporasi”. Baik di da- 
lam pasal 1 maupun dalam penjelas-
an Pasal 20 dari undang-undang ini 
juga tidak terdapat definisi atau 
penjelasannya, dengan demikian ha- 
rus diberikan penafsiran hukum ter- 
hadap pengertian frasa tersebut. 
Menurut  Sutan Remy Sjahdeini 
dalam rumusan di atas terdapat dua 
frasa, yang pertama adalah “orang- 
orang  yang berdasarkan hubungan 
kerja” dan yang kedua “orang-orang 
berdasarkan hubungan lain”. “Hubu- 
ngan”  yang dimaksud dalam hal ini 
ditafsirkan olehnya sebagai “hubu- 
ngan dengan korporasi yang ber- 
sangkutan” (Sjahdeini , :152). Selan-
jutnya, “orang-orang berdasarkan 
hubungan kerja” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan kerja seba- 
gai pengurus atau sebagai pegawai, 
yaitu: 
1) Berdasarkan anggaran dasar dan 
perubahannya,
2) Berdasarkan pengangkatan seba- 
gai pegawai dan perjanjian kerja 
dengan korporasi,
3) Berdasarkan surat pengangkatan 
sebagai pegawai,
4) Berdasarkan perjanjian kerja se- 
bagai pegawai.
Sementara itu, yang dimaksud 
dengan “orang-orang berdasarkan 
hubungan lain” adalah orang-orang 
yang memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi. 
Mereka itu antara lain yang mewakili 
korporasi untuk melakukan perbua-
tan hukum untuk dan atas nama 
korporasi berdasarkan:
1) Pemberian kuasa,
2) Berdasarkan perjanjian dengan 
pemberian kuasa (pemberian 
kuasa bukan diberikan dengan 
surat kuasa tersendiri, tetapi 
dicantumkan dalam perjanjian itu 
sehingga merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perjanjian 
tersebut), atau
3) Berdasarkan pendelegasian we- 
wenang (Sjahdeini, :153).
Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa dari bunyi pasal tersebut 
di atas, suatu korporasi hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban pida- 
na sepanjang tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh “orang-orang yang 
memiliki hubungan dengan korpora-
si, baik hubungan yang berdasarkan 
hubungan kerja maupun yang ber- 
dasarkan hubungan lain selain hu- 
bungan kerja”. Tegasnya, Undang- 
Undang Tindak Pidana Korupsi 
menentukan bahwa hanya apabila 
orang yang melakukan tindak pidana 
korupsi itu memiliki hubungan kerja 
atau memiliki hubungan lain selain 
hubungan kerja dengan korporasi, 
barulah korporasi itu dapat dibebani 
dengan pertanggungjawaban pidana 
atas tindak pidana korupsi yang telah 
dilakukan oleh orang-orang tersebut. 
Dengan kata lain, sepanjang orang 
atau orang-orang itu tidak memiliki 
hubungan kerja atau tidak memiliki 
hubungan lain selain hubungan kerja 
dengan korporasi, maka perbuatan 
orang atau orang-orang itu tidak 
dapat diatributkan kepada korporasi 
sebagai perbuatan korporasi (Sjah-
deini, :153).
Berdasarkan penafsiran dari 
“orang-orang yang berdasarkan hu- 
bungan kerja” di atas, penulis ber- 
pendapat bahwa kalimat tersebut 
adalah mengisyaratkan doctrine of 
vicarious liability dan doctrine of 
delegation. Pengertian atas “orang- 
orang yang berdasarkan hubungan 
kerja” di atas di bagi menjadi dua, 
yakni pengurus dan pegawai. Jadi 
ketika tindak pidana dilakukan oleh 
pengurus dan kemudian pertanggu-
ngjawaban ditujukan kepada kor- 
porasi, maka dari sini, telah dapat 
dipastikan bahwa doctrine of identi-
fication telah diakomodair. Pengurus 
dipandang sebagai “directing mind” 
dari korporasi, dan dari sinilah actus 
reus dan mens rea dari pengurus 
adalah (dianggap) actus reus dan 
mens rea dari korporasi. Namun hal 
ini jadi berbeda, ketika pegawai yang 
melakukan tindak pidana namun 
pertanggungjawaban diatributkan 
kepada korporasi, maka menurut 
hemat kami, disinilah doctrine of 
vicarious liability nampak telah 
diakomodair dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi.
Perlu diingat bahwa pada prin-
sipnya kedua doctrine di atas, baik 
doctrine of vicarious liability mau- 
pun doctrine of identification adalah 
sama-sama merupakan ajaran pem-
benar untuk dijatuhkannya pidana 
pada korporasi. perbedaan yang 
paling jelas dari kedua ajaran di atas 
adalah fungsi/status dari pelaku tin- 
dak pidana. Pada doctrine of identifi-
cation orang-orang yang merupakan 
“directing mind” dari korporasi me- 
rupakan orang-orang yang penting di 
dalam struktur perusahaan agar per- 
buatan-perbuatan mereka itu dapat 
diatributkan kepada perusahaan. 
Apabila mereka itu merupakan 
orang-orang yang penting dalam 
struktur perusahaan, maka baik peru-
sahaan maupun mereka secara priba-
di dapat dibebani pertanggungjawa-
ban pidana. (Clarkson & Keating, 
2003: 250 dalam Sjahdeini) Ruju-
kannya adalah bahwa bukan nama 
jabatan yang dipikul oleh orang itu, 
misalnya manager atau general 
manajer dan lain sebagainya, tetapi 
adalah kewenangan (power) dan 
kemampuan (ability) yang dimiliki- 
nya untuk mempengaruhi kebijakan 
dan melakukan perbuatan atas nama 
perusahaan. Dalam pandangan doc- 
trine of identification, seseorang 
yang tidak memiliki status yang 
demikian itu secara yuridis tidak 
memiliki arti apa pun untuk dapat 
mempertanggungjawabkan perbua-
tan itu sebagai perbuatan perusahaan 
(Sjahdeini, :103).
Sedangkan pada doctrine of 
vicarious liability, pelaku tindak 
pidana harus berkapasitas sebagai 
bawahan (employee) atau agent. 
Sebagaimana penafsiran di atas oleh 
Sutan Remy Sjahdeini, yakni bahwa 
pegawai juga termasuk dalam ling- 
kup “orang-orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan 
hubungan lain”, maka dari rumusan 
pasal ini selain menganut doctrine 
identificatrion, juga dianut doctrine 
of vicarious liability.
Berikutnya, doctrine of vicarious 
liability juga nampak dalam frasa 
“orang-orang berdasarkan hubungan 
lain”. Sebagaimana penafsiran atas 
kalimat ini, bahwa hubungan ini 
didasarkan atas pemberian kuasa, 
berdasarkan perjanjian dengan pem-
berian kuasa, berdasarkan pendele-
gasian wewenang, maka telah dapat 
dikatakan prinsip vicarious liability 
yakni pendelegasian telah terpenuhi. 
B. Undang-Undang  26 Tahun 
2000 Tentang Peradilan Hak 
Asasi Manusia
Pasal 42 UU No. 26/2000
(1) Komandan militer atau seseo-
rang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan militer dapat di- 
pertanggungjawabkan terhadap tin- 
dak pidana yang berada di dalam 
yurisdiksi Pengadilan HAM, yang 
dilakukan oleh pasukan yang berada 
di bawah komando dan pengendali-
annya yang efektif, atau di bawah 
kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana terse-
but merupakan akibat dan tidak 
dilakukan pengendalian pasukan 
secara patut, yaitu :
a. komandan militer atau seseorang 
tersebut mengetahui atau atas 
dasar keadaan saat itu seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan terse-
but sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan
b. komandan militer atau seseorang 
tersebut tidak melakukan tinda-
kan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kekuasaan- 
nya untuk mencegah atau meng-
hentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidi- 
kan, dan penuntutan.
(2) Seorang atasan, baik polisi 
maupun sipil lainnya, bertanggung 
jawab secara pidana terhadap pe- 
langgaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh bawahan-
nya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melaku-
kan pengendalian terhadap bawahan-
nya secara patut dan benar, yakni : 
a. atasan tersebut mengetahui atau 
secara sadar mengabaikan infor-
masi yang secara jelas menunjuk-
kan bahwa bawahan sedang me- 
lakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; dan
b. atasan tersebut tidak mengambil 
tindakan yang layak dan diperlu-
kan dalam ruang lingkup kewe- 
nangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya ke- 
pada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Tindak pidana yang dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan 
bentuk dari delict ommissionis atau 
pembiaran. Dalam hal ini komandan 
militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan 
militer dapat dipertanggungjawab-
kan atas pelanggaran hak asasi ma- 
nusia yang dilakukan oleh anak 
buahnya. Pertanggungjawaban ko- 
mandan dalam rumusan pasal 42 
ayat (1) huruf a disebabkan karena 
komandan tersebut mengetahui atau 
karena dalam kondisi dan situasi 
tertentu sudah dapat memperkirakan 
perbuatan dari anak buahnya terse-
but.
Asas nulla poena sine culpa atau 
Geen Straft Zonder Schuld telah 
terpenuhi dalam rumusan ini, dalam 
artian pembiaran oleh komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer yang 
berakibat pada terjadinya pelangga-
ran HAM berat. Unsur “mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seha-
rusnya mengetahui”, dan unsur 
“tidak melakukan tindakan yang 
layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kekuasaannya untuk mence-
gah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelaku- 
nya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, pe- 
nyidikan, dan penuntutan” dapat 
dianggap sebagai sebuah “kesenga-
jaan” dalam tindak pidana sebagai- 
mana yang dirumuskan dalam pasal 
tersebut.
Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan 
hanya untuk menjerat komandan 
atau orang yang secara efektif bertin-
dak sebagai komandan militer, 
sedangkan untuk bawahan/pasukan 
yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran HAM juga dapat diper-
tanggungjawabkan dengan pasal- 
pasal tentang tindak pidana pelang-
garan HAM berat sebagaimana yang 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
Hal ini berarti vicarious liability 
tidak menjadi dasar pertanggung-
jawaban dalam pasal  42 ayat (1).
Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas 
adalah sama dengan ayat (1) pasal 
ini. Namun, ayat (2) lebih tegas peru-
musannya bahwa seorang atasan/ 
pimpinan (baik polisi maupun sipil 
lainnya) bertanggungjawab penuh 
secara otomatis atas tindak pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya 
yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif, karena 
atasan tersebut tidak melakukan 
pengendalian terhadap bawahannya 
secara patut dan benar. Dikatakan 
oleh penulis otomatis karena tidak 
ada penafsiran lain dari pasal ini 
selain komandan bertanggungjawab 
sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari 
ketiadaan kata “dapat”, berbeda de- 
ngan ayat (1). Lain halnya dengan 
ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/ 
komandan militer maupun pasukan-
nya bertanggungjawab atas tindak 
pidana pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh pasukannya/bawah-
annya. Dari sinilah penulis menarik 
sebuah benang merah bahwa dalam 
rumusan Pasal 42, doctrine of vicari-
ous liability hanya terdapat pada 
rumusan Pasal 42 ayat (2) saja.
C. Kebijakan Formulasi Pertang-
gungjawaban Pengganti (Vica- 
rious Liability) di Masa yang 
Akan Datang
1. Pertanggungjawaban peng-
ganti (Vicarious Liability) 
dalam perbandingan,
a. Inggris:
  Dalam kasus Coppen v 
Moore (No. 2) [1898] 2 
QB 306 (DC), yakni kasus 
yang terkenal dengan putu-
san yang menerapkan vica- 
rious liability. D adalah 
pemilik dari 6 toko maka- 
nan, menginstruksikan ke- 
pada tiap-tiap tokonya: 
“most important, please 
instruct your assistant most 
explicitly that the hams 
described in list as break-
fast hams must not be sold 
under any specific name of 
place or origin. That is to 
say, they must not be 
described as ‘Bristol’, 
‘Bath’, ‘Wiltshire’, or any 
such title, but simply as 
breakfast hams. Please sign 
and return”. (sangat pen-  
ting, instruksikan kepada 
asistenmu, dengan sangat 
jelas bahwa hams diterang-
kan dalam daftar sebagai 
breakfast hams, dan tidak 
dijual dengan nama khusus 
tempat atau asal daging. 
Dalam arti, hams tidak 
dijual dengan nama “Bris-
tol, Bath, Wiltshire” atau 
nama lain, hanya diberi 
nama sebagai “breakfast 
hams”) (Heaton, 1996: 
401).
  Seorang pembantu- 
nya di salah satu toko tanpa 
sepengetahuan manajernya, 
apalagi sepengetahuan pe- 
milik toko itu telah menjual 
daging ham dengan menye- 
butnya sebagai “scotch 
ham”. Jelaslah bahwa pem-
bantunya telah melakukan 
tindak pidana, tetapi penga-
dilan (Divisional Court of 
the Queen’s Bench) telah 
memutuskan bahwa terdak-
wa, yaitu pemilik toko ber- 
tanggungjawab karena dia 
dapat dikatakan menjadi 
penjual dari daging ham 
yang diberi deskripsi secara 
tidak betul sekalipun bukan 
dia sendiri yang menjual- 
nya. Sebenarnya terdakwa 
sebelumnya telah membe- 
rikan instruksi secara tegas 
kepada semua pembantu- 
nya yang bekerja di toko- 
nya agar tidak memberikan 
deskripsi yang telah diberi-
kan oleh pembantunya me- 
ngenai daging tersebut ter- 
nyata tidak benar dan hal 
itu merupakan tindak pi- 
dana berdasarkan s. 2(2) 
dari Merchandize Marks 
Act 1887. Pengadilan 
(Divisional Court of the 
Queen’s Bench) telah me- 
mutuskan bahwa terdakwa 
sebagai pemberi kerja ber- 
tanggungjawab secara pi- 
dana (criminal liable) atas 
perbuatan pembantunya 
karena pembantunya itu 
telah memberikan deskripsi 
yang tidak benar (false 
descriptions).
Menurut Lord Russel LJ, 
hakim yang memeriksa perka-
ra itu, pertanggungjawaban di- 
bebankan secara vicarious da- 
lam perkara ini karena:
When the scope and ob- 
ject of the Act are borne in 
mind, any other conclusion 
would to a large extend 
render the Act ineffective 
for its avowed purpo- 
ses…The [appellant] … 
carries on an extensive 
business as grocer and 
provision dealer, having, it 
appears, six shops or 
branch establishments, and  
having also a wholesale 
warehouse. It is obvious 
that, if sale with false, trade 
descriptions could be 
carried out in these esta- 
blishments with impunity 
so far as the principal [the 
appellant] is concerned, the 
Act would to a large extent 
be rendered nugatory (Her-
ring, 2002:115).
Menurut pendapatnya, se- 
orang terdakwa hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
secara vicarious atas perbua-
tan yang dilakukan oleh pega-
wainya atau oleh kuasanya 
apabila: … the conduct consti-
tuting the offence was pursued 
by such servant (employee) 
and agents within the scope or 
in the course of their employ-
ment. (tindakan yang merupa-
kan pelanggaran/kejahatan se- 
perti dimaksudkan dilakukan 
oleh bawahan (karyawan) dan 
agen dalam lingkup atau da- 
lam proses kerja mereka)
Dengan demikian, seorang 
pemberi kerja hanya dapat 
dibebani pertanggungjawaban 
pidana secara vicarious apabi-
la perbuatan yang dilakukan 
oleh pegawainya adalah dalam 
rangka tugas pegawainya itu. 
Secara a contrario hal itu 
berarti seorang pemberi kerja 
tidak harus memikul pertang-
gungjawaban pidana atas per- 
buatan yang dilakukan pega-
wainya apabila perbuatan itu 
dilakukan di luar atau tidak 
ada hubungan dengan tugas- 
nya.
Dalam English Draft Crim-
inal Code, vicarious liability 
diatur dalam section 29 yang 
berbunyi sebagai berikut:
29.(1) Subject to sub- 
section (3), an element of 
an offence (other than a 
fault element) may be attri- 
buted to a person by reason 
of act done by another only 
if that other is 
(a) specified in the defini-
tion of the offence as a 
person whose act may be so 
attributed: or
(b) acting within the scope 
of his employment or 
authority and the definition 
of the offence specifies the 
element in terms which 
apply to both persons.
(2)subject to subsection 
(3), a fault element of an 
offence may be attributed 
to a person by reason of the 
fault of another only if the 
terms of the enactment 
creating the offence so 
provide.
(3)this section does not 
affect the application in 
relation to any pre-Code 
offence (as defined in 
section 6) of any existing 
rule whereby a person who 
has delegated to another 
the management of premi- 
ses or of a business or 
activity may, in conse-
quence of the acts and fault 
of the other, have the 
elements of the offence 
attributed to him.
30(1)  A corporation may be 
guilty as a principal  of an 
offence not involving a 
fault element by reason of
(a) An act done by its 
employee of agent, as 
provided by section 29;
(b) An omission, state of 
affairs or occurrence that is 
an element of the offence.
Rumusan Pasal 29 Draft 
Criminal Code diatas adalah 
merupakan rumusan pasal ten- 
tang vicarious liability untuk 
kejahatan yang dilakukan oleh 
orang (naturlijk persoon) da- 
lam kapasitasnya sebagai em- 
ployee/servant/agent/bawah-
an, yang pertanggungjawaban-
nya dikenakan pada atasannya 
(employer/master/principal) 
berdasar atas prinsip vicarious 
liability. Sedangkan untuk pa- 
sal berikutnya, yakni Pasal 30 
ayat (1) merupakan bentuk 
dari vicarious liability bagi 
korporasi.
 
Children and Young Person Act 
1933
55.—(1) Where a child or 
young person is  charged with 
any offence for the commission 
of which  a fine, damages, or 
costs may be imposed, if the 
court is of opinion that the 
case would be best met by the 
imposition of a fine, damages, 
or costs, whether with or with-
out any other punishment, the 
court may  in any case, and 
shall if the offender is a child, 
order that the fine, damages, 
or costs awarded be paid by 
the parent or guardian of the 
child or young person instead 
of by the child or young 
person, unless the court is 
satisfied that the parent or 
guardian cannot be found or 
that he has not conducted to 
the commission of the offence 
by neglecting to exercise due 
care of the child or young 
person.
(jika seorang anak atau orang 
muda, melakukan tindak pi- 
dana pelanggaran denda, keru-
sakan, atau biaya yang dapat 
dikenakan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa kasus ini 
akan menjadi yang terbaik 
dipenuhi oleh pengenaan den- 
da, kerusakan, atau biaya, baik 
dengan atau tanpa hukuman 
lain, pengadilan dapat dalam 
hal apapun, dan harus jika si 
pelaku adalah anak, denda, 
kerusakan, atau biaya yang 
harus dibayar dibebankan pa- 
da orang tua atau wali anak 
atau orang muda, bukan kepa- 
da anak atau orang muda, 
kecuali jika pengadilan ber- 
pendapat bahwa orang tua atau 
wali tidak dapat ditemukan 
atau bahwa ia tidak conduced 
terhadap terjadinya pelangga-
ran dengan mengabaikan un- 
tuk perawatan karena anak- 
anak atau orang muda.)
2. Perumusan Vicarious Liabil-
ity dalam Hukum Pidana 
yang akan datang (Rancan-
gan KUHP)
Dalam tulisan ini penulis 
menawarkan sebuah gagasan 
bahwa hubungan yang dapat 
melahirkan vicarious liability 
nantinya bukan hanya dalam 
hubungan-hubungan employer 
dengan employee-nya, master 
dengan servant-nya, principal 
dengan agent-nya, melainkan 
hubungan-hubungan yang me- 
mang telah diakui sebelumnya 
dalam tort law sebagai asal 
dari doctrine of vicarious 
liability, hubungan yang di- 
maksud oleh penulis dalam hal 
ini adalah hubungan antara 
orang tua dengan anaknya.
Bertolak dari sejarah vica- 
rious liability, yang mana 
berasal dari  tort law/the law of 
tort, yakni hukum ganti keru-
gian atas perbuatan melawan 
hukum dalam ranah hukum 
perdata, yang dalam beberapa 
abad digunakan untuk mem-
berikan perlindungan atas 
kepentingan perorangan (to 
protect personal interest) se- 
perti property, reputasi/nama 
baik, dan tubuh, dll (Manasa S 
Raman, Vicarious Liability, 
h t t p : / / w w w. s c r i b d . c o m / 
doc/25006514/Vicarious-Lia-
bility, vicarious liability mer-
upakan pengecualian atas atu- 
ran umum/general rule dalam 
tort law bahwa pertanggung-
jawaban bersifat personal/in-
dividual (yakni pertanggung-
jawaban pada umumnya dihu- 
bungkan/dikaitkan pada pe- 
langgaran yang dilakukan se- 
seorang atas kewajibannya, 
dan orang tersebut bertang- 
gungjawab atas kesalahan 
yang telah diperbuatnya  saja).
Vicarious liability merupa-
kan aturan yang menjadikan 
seseorang bertanggungjawab 
atas kerusakan dan kerugian 
yang disebabkan karena orang 
lain, berdasar atas hubungan 
hukum yang relevan antara 
keduanya (the law makes one 
person being liable for the 
harm caused by another, 
because of some legally rele-
vant relationship between the 
two. This is known as the 
doctrine of vicarious liability) 
(Manasa :1). Adapun legally 
relevant relationship yang 
dimaksud antara lain: (1) 
hubungan antara orang tua 
dengan anak (parent dengan 
child), (2) suami dengan isteri 
(husband dengan wife), (3) 
pemilik kendaraan dengan 
sopir (owner of vehicle dengan 
driver), (4) atasan dengan 
bawahan/pekerja (employer 
dengan employee). 
Banyak alasan telah dike- 
mukakan untuk membenarkan 
vicarious liability, pada 
umumnya alasan-alasan terse-
but mengatakan bahwa alasan 
di balik vicarious liability 
adalah: (1) bahwa majikan be- 
rada dalam posisi yang lebih 
baik untuk menyerap biaya hu- 
kum yang baik dengan mem-
beli asuransi dari kenaikan 
harga itu, (2) bahwa penge-
naan kewajiban akan men-
dorong pengusaha untuk 
memastikan standar keamanan 
setinggi mungkin dalam men-
jalankan bisnisnya (alasan pre- 
ventif). Sebuah maxim Latin 
ber- bunyi “qui facit per alium 
facit per se” maksudnya 
adalah seseorang yang bertin-
dak melalui orang lain akan 
dianggap telah bertindak sen- 
diri dan  respondeat superior 
(let the master answer) adalah 
umum digunakan dalam hubu- 
ngan employer-employee (He- 
rring, 2002:115).
Dalam pembahasan ini, 
penulis menganalogikan prin-
sip-prinsip yang terdapat da- 
lam vicarious liability, sehing-
ga penerapan vicarious liabili-
ty yang berasal dari tort law ini 
adalah benar dan relevant 
untuk diterapkan dalam hu- 
kum pidana yang didasarkan 
atas hubungan-hubungan ter 
sebut. Sebagaimana yang di- 
yakini dan diharapkan penulis, 
vicarious liability ini nantinya 
akan masuk dalam dua lingkup 
pertanggungjawaban, yakni, 
pertama, pertanggungjawaban 
korporasi (legal entity) atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang (employee). Kedua, 
pertanggungjawaban seseo-
rang atas tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang lain 
(naturlijk person dengan 
naturlijk persoon).   
Dalam pandangan penulis, 
vicarious liability dalam 
hukum pidana dapat diterap-
kan dalam dua bentuk hubu- 
ngan, baik hubungan antara 
pekerja employer dengan 
employee maupun hubungan 
antara anak dengan orang tua. 
Untuk hubungan pekerjaan 
(employer dengan employee) 
jelas adalah berhubungan 
dengan kewajiban melakukan 
pembayaran oleh employer 
terhadap employee atas peker-
jaan yang telah dilakukan oleh 
employee atas perintah emplo- 
yer.
Selanjutnya dalam hal tin- 
dak pidana dilakukan oleh 
anak maka seharusnya per- 
tanggungjawaban dikenakan 
pada orang tua si anak, dengan 
ketentuan bahwa tindak pi- 
dana yang dilakukan oleh si 
anak adalah kerugian materi, 
sehingga dalam hal ini bentuk 
sanksinya yang nantinya dibe-
bankan pada orang tua adalah 
denda. Bagaimanapun juga 
penulis berpendapat bila tin- 
dak pidana lain yang diancam-
kan dengan pidana penjara,  
dan kurungan sebagaimana 
yang diatur di dalam Konsep 
KUHP nantinya adalah tidak 
relevant.
Masalah berikutnya adalah 
permasalahan ancaman terha-
dap tindak pidana bagi tindak 
pidana (misal) pencurian, 
penggelapan sebagaimana 
yang diatur dalam Konsep 
adalah ancaman terhadap tin- 
dak pidana pencurian tidak 
hanya berupa pidana denda, 
tapi juga ancaman pidana 
penjara. Menurut hemat penu-
lis, hal ini dapat dengan mudah 
diatasi, mengingat pada rumu-
san pasal-pasal tersebut, pida- 
na penjara dan denda diformu-
lasikan/dirumuskan dalam 
bentuk alternatif, dalam hal ini 
penulis menyarankan agar 
dalam hal vicarious liability 
diterapkan untuk hubungan- 
hubungan sebagaimana yang 
telah disebutkan, maka sepa-
tutnya pertanggungjawaban- 
nya adalah berupa penjatuhan 
sanksi pidana berupa denda 
saja.
Dari uraian diatas, penulis 
sampai pada kesimpulan bah- 
wa vicarious liability hendak-
nya dirumuskan dalam RKU- 
HP sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) RKUHP:
“setiap orang dapat dipertang-
gungjawabkan atas tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
orang lain, apabila:
a. Tindak pidana yang dian-
cam dengan pidana denda;
b. Terdapat hubungan kerja 
atau hubungan orang tua 
dengan anak atau orang tua 
dengan walinya (the guard-
ian);
c. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana terjadi  dalam 
rangka melaksanakan dan 
lingkup pekerjaannya;
d. Dalam hal dilakukan oleh 
employee/servant/agent, 
tindak pidana dilakukan 
dengan maksud untuk me- 
nguntungkan employer/-
master/principal;
e. Adanya pendelegasian 
(wewenang).”
Penutup
1. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia saat ini 
lebih tertuju pada kejahatan 
korporasi,  tidak seperti  Inggris 
yang telah  menggunakan prinsip 
vicarious liability  bukan hanya 
untuk tindak pidana korporasi 
saja, melainkan untuk tindak 
pidana yang dilakukan oleh 
naturlijk persoon yang kemudian 
pertanggungjawaban pengganti 
kepada naturlijk persoon, bahkan 
vicarious liability di Inggris me- 
ngatur pertanggungjawaban 
pengganti bagi orang tua atas 
tindak pidana yang dilakukan 
oleh anaknya sebagaimana diatur 
dalam Children and Young 
Person Act 1933. Namun sebagai 
sebuah perkecualian, Pasal 42 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Penga-
dilan Hak Asasi Manusia telah 
menganut doctrine of vicarious 
liability.
2. Kebijakan formulasi vicarious 
liability/pertanggungjawaban 
pengganti di Indonesia yang akan 
datang sebaiknya dirumuskan 
tidak hanya untuk tindak pidana 
korporasi, pelanggaran berat 
HAM saja, maupun pada hubu- 
ngan kerja sebagaimana yang 
terjadi antara employer dengan 
employee, master dengan servant, 
principal dengan agent, tetapi 
juga diterapkan diterapkan pada 
hubungan orang tua dengan anak-
nya. 
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